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ABSTRAK 

 

Mudik sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang hari raya 

Idul Fitri. Sejak Indonesia di landa wabah Covid-19 pada tahun 2020 awal, banyak 

kegiatan yang harus di tunda bahkan sampai di tiadakan, salah satunya kegiatan 

mudik ini. Untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 di masa mudik 

lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 

2021 Tentang Peniadaan Mudik. Namun, masih banyak masyarakat yang nekat 

untuk tetap melakukan mudik dengan berbagai alasan karena pada tahun 

sebelumnya mudik juga dilarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka 

(Library research) yang didalamnya meniliti dan mengkaji penelitian terdahulu, 

mulai dari skripsi, bukum dan sebagainya. Skripsi ini menggunakan pendekatan 

yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan tentang kebijakan pemerintah mencegah penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 dimasa mudik lebaran. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang 

melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan mudik dimasa pandemi Covid-19. 

Melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, pemerintah 

secara tegas melarang masyarakat untuk mudik guna melindungi masyarakat dari 

infeksi virus Covid-19. Kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia mengingat 

luasnya daerah yang perlu dijaga menjadi salah satu alasan masih banyak 

masyarakat yang nekat untuk tetap mudik. Dalam pandangan Maslahah Mursalah 

terhada Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 ini sudah sesuai dengan syarat 

pembentukan hukum baru berdasarkan maslahah mursalah. Kemaslahatan dari 

kebijakan pemerintah tersebut tersmasuk al-Maslahah ad-Daruriyyah yaitu 

menjaga jiwa, selaras dengan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan 

Mudik dimana Surat Edaran tersebut bertujuan mencegah terjadinya penularan 

Covid-19 yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian. 

 

Kata kunci: Mudik dimasa pandemu covid-19, Surat Edaran No. 13 Tahun 2021, 

Maslahah mursalah 
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MOTTO 

“Jangan hanya karena satu kesalahan semua kebaikan dihilangkan. Jangan karena 

banyak kebaikan satu kesalahan dibenarkan” 

... 

-Jangan takut berbeda- 

“Saat seorang individu berpendapat berbeda dari mayoritas dunia, dia menjadi 

seorang revolusioner jika dia berhasil, dan dia menjadi orang yang gila jika dia 

gagal” 

-Miko- 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi 

ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 

sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bâ’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sâ’ S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Hâ’ H} ha(dengan titik dibawah) ح

 kha’ Kh ka gan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ’ R Er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sâd S} es (dengant titik dibawah) ص

 Dâd d de (dengant titik dibawah) ض

 Tâ’ T te (dengant titik dibawah) ط

 Zâ’ Z} zet (dengant titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nûn N ‘en ن

 Wâwû W W و

 Hâ’ H ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 Ditulis Muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah ءدة

 

C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمَة

 Ditulis ‘illah عِلة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis Karâmah al-Auliyâʼ كرامةالاولياء

3. Bila taʼ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zakah al-Fitri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 
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 Fathah Ditulis Fa’ala فعل

 Kasrah Ditulis Zukira ذكر

 Dammah Ditulis Yazhabu يذهبُ 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + Alif 

 جاهلية

 

Ditulis Jâhiliyyah 

2 Fathah + ya’mati 

 تنسى

Ditulis Tansâ 

3 Kasrah + ya’mati 

  كريم

Ditulis Karim 

4 Dammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis Furûḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

 Ditulis Bainakum بينكم 1

 Ditulis Qaul قولُ  2

 

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أانَتم

 لئنُْشكرتم

Ditulis 

Ditulis 

A’antum 

La’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif+ Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang dikuti 

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 
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 الق رانُْ

 الْقيِاَسُ 

Ditulis 

Ditulis 

Al-‘Qur’an 

Al-Qiyas 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السّماءُ 

 الشمسُ 

Ditulis 

Ditulis 

As-Sama 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 ذَوِيُالف روضُِ

نةَُِ ُالس   أهَل 

Ditulis 

Ditulis 

Zawi al-Furud 

Ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh: 

رمَضَاُنُالذِىُا نزلَُفيِهُِالق راآنُ   شَهْر 

Syahru Ramadan al-Lazi unzila Fih al-Qur’an. 

K. Pengecualian 

sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan rerdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, 

dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan 

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah 

dan sebagainya. 
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3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Maʼarif dan sebagainya. 
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الحمداللهُربُالعالمينُوبهُنستعينُعلىُامورالدنياوالدينُوالصلاةوالسلامُعلُسيدنامحمدوعلىُالهُ

 واصحاُبهُاجمعين.أماُبعد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasan unik menjelang hari raya Idul Fitri. 

Mudik biasanya di lakukan oleh para perantau, sendiri maupun berkelompok. 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2020 awal, banyak  kegiatan 

yang harus di tunda bahkan sampai di tiadakan seperti kegiatan mudik ini. Hal ini 

di sebabkan karena adanya pandemi yang diakibatkan oleh Corona virus atau yang 

kita kenal dengan sebutan Covid-19. Penyebaran virus ini yang begitu cepat 

mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan untuk meniadakan kegiatan mudik 

ini. 

Mudik dapat dideskripsikan sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok 

orang yang kembali ke kampung halaman atau tempat dimana ia dilahirkan untuk 

bertemu dengan orang tua atau karib kerabat dengan maksud saling memaafkan di 

antara mereka atas berbagai kesalahan atau kekhilafan yang terjadi sebelumnya 

pada hari yang disucikan atau ‘ide al-fitri.1  

Sejak tahun lalu, kegiatan mudik ini dilarang, tepatnya sejak kasus pertama 

diumumkan yaitu pada tanggal 2 Maret 2020.2 Indonesia mengalami bencana 

wabah dari sebuah virus yaitu Corona Virus. Awalnya, virus ini dikonfirmasi telah 

                                                           
1 Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A, “Mudik Lebaran”, 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902251985031-

ABD_MAJID/ARTIKEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf, hlm 1, akses pada 7 Desember 2021 

 
2World Health Organization, “Situation Report (World Health Organization)” (World Health 

Organization, 2020) akses 25 Juli 2021. 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902251985031-ABD_MAJID/ARTIKEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902251985031-ABD_MAJID/ARTIKEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf
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menginfeksi dua warga dari Depok, Jawa Barat.3 Karena kurangnya penaganan oleh 

pemerintah, virus ini menyebar begitu cepat. Hingga saat ini sudah tercatat 

sebanyak 4.258.076 kasus positif di Indonesia.4 

Pada tanggal 3 April 2020, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan 

PSBB  atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri Kesehatan.5 Tujuan 

dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk menekan penyebaran Corona Virus agar 

tidak semakin meluas. Karena adanya pembatasan aktivitas, kebijakan tersebut 

menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama yang ingin melaksanakan 

mudik. Dampaknya banyak masyarakat yang tidak bisa melaksakan mudik lebaran. 

Kemudian pada tanggal 7 April 2021, pemerintah telah menetapkan Surat 

Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 

1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Didalam surat edaran 

tersebut berisi bahwa pada sejak tanggal 6-17 mei 2021, mudik lebaran ditiadakan. 

Keluar kota hanya untuk orang dengan syarat tertentu. 

Sudah dua kali lebaran Covid-19 menghantui masyarakat yang ingin 

melaksanakan mudik lebaran. Rasa rindu dengan keluarga dan kampung halaman 

sudah tidak terbendung lagi setelah gagal mudik pada lebaran 2020 lalu. Walaupun 

                                                           
3“Jejak Pandemi Covid-19”, dari Pasar hingga Mengepung Dunia,” 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-

19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia, akses 7 Desember 2021 

 
4 “Data Sebaran Covid”, https://covid19.go.id, akses 7 Desember 2021 

 
5Tahir Saleh, “Permenkes PSBB Akhirnya Terbit, Simak poin Krusialnya!,” 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200405061921-4-149831/permenkes-psbb-akhirnya-

terbit-simak-poin-poin-krusialnya, akses 7 Desember 2021. 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia
https://covid19.go.id/
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200405061921-4-149831/permenkes-psbb-akhirnya-terbit-simak-poin-poin-krusialnya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200405061921-4-149831/permenkes-psbb-akhirnya-terbit-simak-poin-poin-krusialnya
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pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran peniadaan mudik lebaran, masih 

banyak masyarakat yang nekat untuk mudik walaupun sudah tahu dengan sanksi 

yang menanti. Sejumlah pemudik diketahui menggunakan dokumeen palsu saat 

mudik lebaran, ada juga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan bahkan 

ada yang menggunakan hasil swab palsu agar dapat mudik.6 

Maka dari itu melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

dan membahas tema skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang 

Larangan Mudik di Masa Covid-19 (Studi Kasus Surat Edara No. 13 Tahun 2021 

Perspektif Maslahah Mursalah” 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mencoba untuk menganalisa  

Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 

1442 Hijriah. Penulis menganalisa menggunakan perspektif islam yang berupa 

Maslahah mursalah. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Surat Edaran Nomor 

13 Tahun 2021 ? 

2. Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap Surat Edaran No. 13 Tahun 

2021 ? 

 

                                                           
6 Wahyuni Sahara, “Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19”, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/18341961/pelanggaran-mudik-lebaran-yang-

berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all, diakses pada 7 Desember 2021 

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/18341961/pelanggaran-mudik-lebaran-yang-berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/18341961/pelanggaran-mudik-lebaran-yang-berujung-kenaikan-kasus-covid-19?page=all
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui tindakan hukum terhadap pelanggaran atas Surat Edaran 

Nomor 13 Tahun 2021. 

2. Mengetahui perspektif maslahah mursalah terhadap Surat Edaran No. 13 

Tahun 2021. 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari peneitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum 

Islam dan Ilmu Hukum Tata Negara, terlebih mahasiswa Program Studi 

Hukum  Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan 

bagi publik dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembuat 

kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek fungsional dari sebuah 

peraturan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan beragam bahan pustaka terkait Kebijakan Pemerintah mengenai 

Larangan Mudik dalam Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Perspektif Maslahah 
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Mursalah. Penulis masih sedikit menemukan rujukan referensi dikarenakan masih 

sedikitnya yang membahas. Tetapi penulis mengusahakan agar mendapatkan yang 

sesuai sebagai perbandingan penelitian ini. 

Pertama, jurnal yang berjudul “Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani 

Mudik Melaluai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020  Pada 

Masa Covid-19”7 yang ditulis oleh Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz pada 

tahun 2020. Jurnal tersebut menjelaskan tentang peraturan menteri perhubungan 

nomor 25 tahun 2020 yang berkaitan dengan mudik, apakah perlindungan hukum 

terhadap calon penumpang sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Selain itu jurnal 

tersebut juga membahas tentang  penegakan hukum bagi para pelanggar yang sudah 

di tetapkan dalam permenhub tersebut apakah sudah efektif dalam mencegah 

penyebaran Covid-19 dimasa mudik.  

Kedua, jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Mudik 

Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19”8 yang ditulis oleh Nuria Febri Sinta 

Rahayu, Agus Machfud Fauzi dan Dinda Ayu Aprilianti pada tahun 2021. Jurnal 

tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya saat libur lebaran tiba. Karena menurut 

sebagian besar masyarakat Indonesia tradisi mudik merupakan hal wajib yang perlu 

                                                           
7Ainaya Nadine and Zulfa Zahara Imtiyaz, "Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani 

Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19", 

Media Iuris, 3.3 (2020)  

 
8Nuria Febri and others, "Kebijakan Pemerintah Dan Tradisi Mudik Lebaran Pada Masa 

Pandemi Covid-19", Jurnal Pemikiran Dna Penelitian Ilmu-Ilmmu Sosianl, Hukum & 

Pengajarannya, 16.1 (2021). 
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dilakukan. Sehingga tradisi yang melekat dalam suatu kelompok masyarakat tidak 

dapat diubah atau diganggu gugat meski dalam keadaan tertentu. 

Ketiga, jurnal yang berjudul “Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang 

Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19” 

9 yang ditulis oleh Pudjo Utomo pada tahun 2021. Jurnal tersebut membahas 

kebijakan Pemerintah tentang larangan mudik di tahun 2021 tidak jauh berbeda 

dengan hasil yang telah dicapai pada tahun 2020, bahwa masyarakat masih tetap 

bersikeras mudik meskipun harus melanggar hukum, atau dengan kalimat lain 

bahwa kebijakan Pemerintah tentang Larangan Mudik berpotensi tidak efektif. 

Parameter efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-

undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dan 

mencapai tujuan yang dikehendaki, pada kenyataannya masyarakat tetap bersikeras 

mudik. 

Dari beberapa telaah pustaka diatas merupakan penelitian tentang upaya 

pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia pada 

masa mudik lebaran. Namun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

diatas adalah penelitian ini akan membahas sebuah analisis terhadap kebijakan 

pemerintah tentang larangan mudik lebaran 1442 H studi Surat Edaran Nomor 13 

Tahun 2021 di Indonesia dengan menggunakan anlisis maslahah mursalah. 

                                                           
9 Pudjo Utomo, "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan 

Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19", 14.1 (2021),. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas 

persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an dan as-

Sunnah, baik diterima maupun ditolak.  

Menurut bahasa, kata ( مصلحة)  maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.10Adapun lawan katanya yaitu )مضرّة(  madharrah juga diserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi kata mudarat, yang berarti segala sesuatu yang 

tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.11 

Menurut Imam al-Ghazaly, maslahah adalah Menggapai segala manfaat 

dan menolak segala mudharat. Maslahah disini berdasarkan kepada tujuan 

yang telah ditetapkan  oleh Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan bagi 

makhluk-Nya. Bukan berdasarkan kepada keinginan manusia. 

Sedangkan untuk kata mursalah sendiri memiliki arti terlepas atau bebas. 

Maksudnya adalah tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) 

yang membolehkan atau yang melarangnya.12 

                                                           
10 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 

1955), hlm 43 

 
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), Cet. III, Edisi ke-3, hlm. 758 

 
12 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 

1955), hlm 44 
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Dari kedua penjelasan definisi diatas pada dasarnya maslahah mursalah 

memiliki esesnsi yang sama, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan umum, 

bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu manusi semata. Kemaslahatan 

akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin 

pesat dan dengan masalah yang berbeda-beda setiap zamannya. Menurut 

pendapat al-Syatibi, maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya dibagi 

menjadi tiga kategori: 

a. Al-Maslahah al-Daruriah (kemaslahatan primer) adalah segala aspek 

yang berhubungan degan kebutuhan pokok manusia. Seperti 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan da harta. Kelima hal tersebut 

disebut al-maslahah al-khamsah. 

b. Al-Maslahah al-Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) adalah yang 

dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pokok yang berbentuk 

keringanan untuk tetap mempertahankan kebutuhan dasar manusia. 

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya dengan kata lain suatu kebutuhan hidup yang bersifat 

komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup 

manusia jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka 

kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang 
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nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan 

kebinasaan hidup.13 

Menurut pandangan imam al-Ghazali tentang maslahah mursalah dalam 

kitab al-Mankhul, haruslah memenuhi dua syarat: 

a. Maslahah tersebut sejalan dengan pentapan hukum Islam (munasib 

dan muttarid). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam Shifa’ al-Ghalil 

dan al-Mustasfa disebut dengan mula’imah atau mula’amah. 

b. Maslahah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah, atau 

ijma.14 

 

2. Penegakan Hukum 

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan 

hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai 

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan 

hukum yang berlaku. 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.15 

                                                           
13https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektifhukiim-

islam-d0758bcd.pdf di akses pada tanggal 14 April 2021. 

 
14 Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", Al-Mizan: Jurnal Hukum 

Dan Ekonomi Islam, 4.1 (2018), 2085–6792.  
15 Soerjono Soekanto, 1983, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, UI  

Pres, Jakarta, Hal 35 

https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektifhukiim-islam-d0758bcd.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektifhukiim-islam-d0758bcd.pdf
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Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor 

penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

Praktek penyelenggaraan hukum di lapagan seringkali terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalis atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. 

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 
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penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin 

memungkinkan pengakan hukum yang baik. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus menc erminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah 

penegakannya 

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan 

membuat sebuah analisa dengan  baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini merupakan metode tertentu. Untuk 

meneliti permasalahan di  atas mak penyusun menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian pustaka dilakukan dengan melakukan kajian terhadap literatur, 

penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan 
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dengan pokok kajian permasalahan tentang kebijakan pemerintah terhadap 

mudik lebaran.16 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya penelitian yang 

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 

atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 

tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.17 Dalam hal ini 

kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H perspektif maslahah 

mursalah. Maka dari itu penulis akan menganalisa problematika tersebut 

ditinjau dari maslahah mursalah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

dan analitik. Yaitu mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian mengenai 

kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H dan menganalisis segi 

hukum dari objek kajian berdasarkan pada teori yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah dan 

melihat Undang-Undang, buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan 

                                                           
16 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), hlm. 18. 
17 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7 
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dengan teori dalam penelitian ini dan tentang kebijakan pemerintah terhadap 

mudik lebaran 1443 H. 

a. Bahan hukum primer yakni, Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang 

Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dan Upaya 

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama 

Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, 

jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau artikel yang berkaitan tentang 

larangan mudik dan kebijakan dimasa Covid-19. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap hukum  primer dan bahan hukum  sekunder, seperti 

kasus hukum, ensiklopedia dll. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis Literature 

atau data yang berhubungan dengan problematika maslahah mursalahah 

terhadap kebijakan pemerintah tentang mudik lebaran 1443 H di Indonesia dan 

literatur mengenai maslahah mursalah yang diperoleh dan dihimpun, 

kemudian literatur-literatur yang diperoleh diseleksi serta diklasifikasi atau 

dipetakan secara terstruktur dan sistematis, hingga kemudian dapat dianalisis 

secara mendalam dengan menggunakan maslahah mursalah untuk melihat dan 

menemukan titik temu dalam problematika keputusan dan penetapan 

pemerintah melalui Surat Edaran No. 13 tahun 2021 tentang larangan mudik 

lebaran. Dengan cara demikian, maka diharapkan penelitian dari problem ini 
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akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait pokok 

permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, 

maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut : 

Bab pertama yaitu pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah 

yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dilanjutkan dengan perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian  kerangka teoritik berupa teori-

teori atau kerangka konseptual sebagai landasan analisis yang digunakan penulis, 

kemudian dilanjutkan de ngan telaah pustaka yang berisi literatur yang telah 

membahas subjek atau objek yang sama dengan tujuan mencegah adanya duplikasi 

atau plagiarisme. Selanjutnya metode penelitian serta sistematika pembahasan yang 

mencakup pendekatan penelitian yang digunakan penulis dan deskripsi penulisan 

skripsi. 

Bab kedua membahas tentang penggambaran konsep teori maslahah mursalah 

dan penegakan hukum sebagai landasan dalam meganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini. 

Bab ketiga membahas tentang pelanggaran Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 

Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya 

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan 

Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 
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Bab keempat berisisi tentang analisis penulis terhadap Surat Edaran No. 13 

Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudi k Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah 

dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dengan konsep maslahah mursalah. 

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi 

tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran atas hasil penelitian yang 

telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Serta dilengkapi daftar pustaka guna 

sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian da uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penegakan hukum peniadaan mudik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 

Nomor 13 Tahun 2021 tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan tidak 

dapat memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud dalam 

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 mengacu pada UU No. 4 Tahun 1984, UU 

No. 24 Tahun 2007, dan UU No. 6 Tahun 2018. Penegakan hukum peniadaan 

mudik lebaran menghadapi kendala mengingat luasnya wilayah yang perlu 

dijaga dan banyaknya jalan pintas yang dapat dilalui pemudik, sehingga tidak 

memungkinkan dibuat pos pemeriksaan dan penjagaan. 

2. Pandangan maslahah mursalah terhadap Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Peniadaan Mudik sejalan dengan tujuan maslahah mursalah. Karena 

dari ketiga syarat maslahah mursalah bisa dijadikan hujjah. Makna dari 

maslahah ialah mengambil suatu manfaat dan menolak bahaya atau mudharat 

dengan tujuan memelihara agama dan jiwa. Berkaitan dengan berbagai 

kebijakan pencegahan Covid-19, Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk 

menghindari wabah dan tidak meninggalkan tempat yang tertimpa wabah. 
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Dalam Islam juga diutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan 

pribadi. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang 

diberikan penulis, sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan berupa Surat Edaran 

karena tidak dapat memuat sanksi pidana. Alangkah baiknya jika 

pemerintah langsung membuat peraturan yang dapat memuat sanksi 

pidana sehingga peraturan tersebut menjadi tegas dan jelas. 

2. Memperbanyak sumber daya manusia mengingat luasnya daerah yang 

perlu dijaga, sehingga tidak terjadi pemudik yang menorobos paksa akibat 

kurangnya personil yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik. 

3. Sosialisasi terhadap Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 juga diperlukan, 

sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut dengan benar. 

4. Agar larangan mudik dipatuhi, pemerintah sebaiknya memberi insentif 

kepada warga dalam berbagai bentuk. Yang dapat dilakukan adalah berupa 

memberi bantuan langsung kepada warga yang tidak mudik dapat berupa 

uang tunai atau bahan kebutuhan harian. 
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